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Pengantar Penerbit

Puji syukur dipanlatkan ke hadirat lllahi Rabbi, Konferensi Asosiasi Pengalar

Hak Kekayaan lntelektual dapat diselenggarakan di Fakultas Hukum Unpad

Bandung pada tanggal l2 Desember 2012. Konferensi ini nrerupakan konferensi

fte dua setelah tahun 20,11 konferensi pertama diselenggarakan di Univenitas

Cadjah Mada Yogyakarta. Pada Konferensi Asosiasi Peng4ar HKI ke dua telah

dibahas masalah-masalah hukum yang timbul sehubungan dengan isu-isu terkini
di bidang HKI khuzusnya dalam hal praki( sehingga dapat disampaikan dalam

pengaiaran HKI bagi mahasiswa. Misalnya diperoleh infomasi tenta€ HKI dan

Kesehatan, HKI dan Teknologi lnformasi dan Komunikasi, serta HKI dan

Pengetahuan Tradisional.

Konferensi Asosiasi Pengajar HKI ini diikuti oleh l0 pemakalah yang

merupatan pengajar dari berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Airlangta,

Universitas Udayana, Universitas Gadjah Mada, Universitas Atmaraya

Yogyakarta, Universitas Hang Tuah Surabaya Universitas Trunojoyo, Univeai-
tas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Padjadjann; serta dihadiri

oleh 30 orang peserta dari berbaSai Unive.sitas sebagaimana telah disebu*an

sebelumnya dan universitas lainnya seperti Universitas Pasundan, Universitas

lslam lndonesia, UniveBitas Nasional Jakana, Universitas Sam Ratulangi, serta

termasuk iuga pengajar dan mahasiswa tingkat 51, 52 dan 53 di Universitas

Padladjaran.

Penyusunan prosiding ini diinisiasi oleh para po'nakalah yang memandang

perlu sosialisasi untuk kalangan luas atas diskusi yang ber*embang pada kegiatan

konferensi ters€buL lsu-isu terbaru di bidang HKI penting untuk diketahui oleh
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para penga.iar HKl, mahasiswa, intansi yang terkait pellindungan HKl, serta para

pemangku kepentingan lainnya.

Pada kesempatan ini, saya selaku Dekan Fakultas Hukum Unpad berterima

kasih atas partisipaii dan penn akif para peserta konfurensi sehingga memberi

bobot kualitas yang mumpuni dari penyelenggaraan konferensi. Selaku tuan

rumah, kami nrenyampaikan permohonan maaf iika dalam penyelenggaraan

k(€iatan tersebut terdapat kesalahan dary'atau kekurangan. Selain itu, kepada
panitia penyelenggara dan panitia perumus, diucapkan pula terima kasih atas

dedikasi dan kerja kerasnya dalam penyelenggaraan kegiatan konferensi.

Bandung Deernber 2012

Dekan,

lda Nurlinda

Pengantar Ketua Asosiasi
Pengajar Hak Kekayaan lntetektual

Sebagai suatu organisasi profesi Asosiasi Pengajar HKI (APHKI) bertu.juan

untuk menin*atkan pengetahuan anggota dengan berbagai ma@m cara, antara

lain mengadakan konferensi tahunan untuk membahas isu-isu HKI yarg up to

date. Atas dasar itu, pada Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Padladjaran,

bertindak sebatai panitia penyelenggara Konferensi Tahunan APHKI yang

terselenggara dengan baik dan sukses.

Sebagai tindak lanjrrt dari konferensi itu, panitia telah bekeja keras dengan

membuat prosiding dari makalah<nakalah yang didiskusikan pada konfurensi

tersebut Prc*iding ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh kalangan yang terloit
dengan pembelajaran HKI dalam dunia kampus, maupun bagi pihak lain yang

membutuhkan dan berminat mendalami HKl.

Atas nama Asosiasi, saya mengucapkan terima kasih kepada lbu Dekan

Fakuhas Hukum Universitas Padjadiaran yang telah membetikan befuagai fasilitas

selama konferensi dan kepada panitia penyelenggara. Tak lupa ucapan terima

kasih saya sampaikan kepada semua anggota APHKI yang telah turut aktif

berperan serta dalam acara tersebur Semoga Asosiasi ini dapat memberikan

kontribusi positif bagi perkembangan ilmu HKI di masa rnendatang.

Surabay4 Januari 201 3

KEfuA APHKI

Dr. Agung S{rFtsniko, SH., MH
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Paten Obat TradisionaL Mungkin kah?*

Dn Agung Sujatmiko, S.H., M.H.
Dosen H Kl Fakuttas H ukum U niversitas Airtang ga

Abstrak
Obat tradisional dalam bentuk jamu dan semacamnya termasuk bagian dari

pengetahuan tradisional. Sebagai bagian dari pengetahuan tradisional, obat

tradisional belum bisa diberikan perlindungan paten, hal itu disebabkan karena

tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu invensi, senrcntara potensi ekonomi

yang terkandung di dalamnya sangat besar nilainya.

Kata Kunci: obat tradisional, pengetahuan fradhional, paten.

1. Fendahutuan

Paten merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan lntelektual (HKl) yang

banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu jenis paten

yang terkait dengan obatobatan adalah paten farmasi. Di bidang farmasi, sesuai

dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1 5TVMenKesPer/XU20O5, terdapat

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang mempunyai

tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di

bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan.

Makalah disampaikan dalam l(onferensi Nasional Asoeiasi Pengajar HKI (APHKO di Fakuhas Hukum
Universitas Padjadjann, Bandung, 12-13 Desember 2012. q"
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PRoSIDING: KONFERENSI PENGAJAR HAK KEIGYAAN INTELEKIUAT

Dalam rangka pelaksanakan tugas tersebut, Direkorat Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina penggunaan obat rasional,

famasi komunitas dan klinik, obx publik dan perbekalan kesehatan, serta

bina produksi dan distribusi alat kesehatan;

2. Pelakanaan kebijakan di bidang bina penggunaan obat rasional, farmasi

komunitas dan klinik, obat publik dan perbekalan kesehatan, serta bina
pmduksi dan distribusi alat kesehatan.

3. Peflyusunan *andar, norma, pedoman, kriteria dan proeedur di bidang bina
penggunaan Obat rasional, famasi komunitas dan klini( obat publik dan

pebekalan kesehaan ssa bina produki dan distribusi alat kesetutan.

4. Perumusan kebijakan dan perizinan yang berkaitan dengan obat dan

makanan sesuai dengan peratr.rran perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi-

5. Pelakanaan administrasi Direl(orat renderal.

Pasal T Tra& Relad Aqocrls of lntellxual Proptty (fRlk) , mell,yar:/ran,

" Tlr€ huaia and enforcern€,lt of intelled.ual propefiy dght shottld Cr,nnihtte

to tle Wmotion of technolqical innwation a the transler atd dissnination
af dnology a E mutual advanw of @ucer and u*r of txhnolqlical
knati@e and in a mannet conduchrc to scial and xonomic vrelhre, ar to

balance of righB at,d &ligations.

Berdasa*an hal itu, pada dasamya perlindungan dan penegakan hukum

hak kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi,

pengalihan dan penyebaran teknologi dengan cara nrenciptakan kesejahteraan

sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan ko,raliban.

Di bidang farmasi dan obat-obatan tradisonal, ketentuan Pasal 7 TRIPs

tersebug sangat signifikan, mengingat dewasa ini sedang digerrca*an produki
dan penggunaan obat-obat tradisional sebagai ahernatif pengobatan. Hal ini

diuniang pula dengan kultur masyarakat lndonesia. Pada umumnya masyarakat

kita yang tersebar di berbagai wilayah dan pelosok, tidak asing lagi dengan

obat tradisional.

Pada umumnya, obattradisional yang sering kali digunakan oleh masyarakat

adalah obat yang berasal dari tanaman-tanaman herbal. lndoneia yang benda
I www. kesehatan.corlAelebihan*elebihan obat tadisional

7''

di kawasan tropis tentu memiliki kekayaan tumbuh-tumbuhan, yang rnenladi
keuntungan ter€ndiri, karena setiap{anaman memiliki kandungan zat aktif yang
temyata bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Hal ini dibuktikan dengan pemakaian
tanaman herbal sejak zaman nenek moyang. penggunaan tanaman herbal
sebagai obat tradisonal dalam jangka waktu lama lebih aman dibandingkan
dengan konsumsi obat moderen, artinya €{ek sampingnya relatif lebih kecil.r
Atas dasar itu, obat tradisional bisa dikembangkan menjadi obat ahematif di
masa rnendatang. Beberapa obat tradisional yang selama ini ada di masayarakaq
seperti misalnya .iamu gendhong, jamu sepet madura sudah lama dikenal oleh
masyarakat sebagai jamu yang dapat memberikan efek positif bagi kesehatan.
lamu-jamu itu berasal dari ramuan herbal yang berasal dari Madura.

Yang menjadi masalah, apakah obat tradisional bisa dilindungi hak pxen,
mentingat kepemiliknya bersifat komunal?

2. Paten Obat Tradisirona I
Paten merupakan hak ekklusif yang diberikan oleh negara kepada inven-

tor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama wdGr tertentu
melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau inemberikan persetujuannya
kepada pihak lain untuk melakanakannya (pasal I angka 1 UU No. .14 

Tahun
2001 tentang Paten, selanjutnya disingkat UUp).

Sementara yang disebut dengan invensi adalah ide inventor yang dituangkan
ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang bersifat spesifik di bidang
teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan
pengembangan produk atau proses (pasal 1 angka (2) UUp). Sedangkan Inven_
tor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang,*"i" b"o"rn.-
sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiitan yang menghasilkan
invmsi ({}ial I angka (3) UUP).

Dari *rerapa rumusan pasal tentang UUp tersebut diketahui bahwa untuk
dapat diberikan paten harus ada subyek (inventor), obyek (invensi) dan sifat
invensi. Di dalam Pasal 2 ayat (t) UUp dijelaskan bahwa, syarat pemberian
paten adalah:

S.rl l: Hlo & Xesahat lr l.larlhr.kat



PRQSIDING: l(ONFCRENSI PENGAJAR HAI( KE(AYAAN INTELCKTUAL

a. lnvensi tercebut hants hru (novellnew);

Pengertian baru dalam hal ini adalah suatu invensi yang tidak sama dengan

penemuan yang telah ada sebelumnya. Standar yang dipakai oleh UUP adalah

world wide novehy, aninya sifat kebaruannya di seluruh dunia, tidak hanya

baru di suatu negara (lokal).

Pasal 3 ayat (1) UUP nrensyaratkan bahwa suatu invensi dianggap baru lika
pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tklak sama dengan teknologi yang

diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, adalah

teknologi yang telah diumumkan di lndonesia atau di luar lndonesia dalam suatu

tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan atau dengan cara lain yang

memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum

tanggal peneimaan atau tanggal prioritas (Pasal 3 ayat2 UUP). Teknologi yang

diungkapkan sebelumnya tersebut mencakup dokurnen permohonan yang

diajukan di lndoneia yan6 diprblikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan

yang pemedkaan subtantiftya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan

tersebut lebih awal dari pada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas
permohonan (Pasal 3 ayat 3 UUP).

b. lnvqri telr*flut llrtns naryamnnghryfuh inventil
Pengertiannya adalah jika invensi tersebuttaSi seseorang yang mempunyai

keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga
sebelumnya (Pasal 2 ayat 2 UUP). Lebih laniut Pasal 2 ayat 3 UUP mensyaratkan

bahwa penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga

sebelumnya harus dilakukan dengan mempertratikan keahlian yang ada pada

saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan

pertama dalam hal pe.rmohonan itu diajukan dergan hak pdorias.

c. lnvsrci tetsxflut dapt ditenfun dalan bifury h&fri;
Pasal 5 UUP mensyaratkan bahwa suatu lnvensi dapat diterapkan dalam

bidang lndustri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri
sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan.

Namun dernikian di dalam UUP juga ada pembatasan tentang beberapa

invensi yang tidak dapat diberikan paten, sebagaimana diatur dalam Pasal 7

UUP yakni:

I

Slrl l: HtU & l(c.Gh.t 6 ]lary.r.k.l

Pasal 7 UUP tersebu! memberikan suatu penielasan bahawa meskipun suatu

invensi bersifat baru, mengandung langkah inventif dan dapat ditenpkan dalam

bidang industri, tetapi iika mengandung salah satu yang terkait dengan pasal

tersebut, tidak bisa dimohonkan paten. Hal ini berarti apabila ada suatu invensi

yang tidak memenuhi kriteria Pasal 7 UUP tersebut dapat dimotnnkan paten.

Terhadap invensi di bidang obat-obatan, hal itu dapat diberikan paten

mengingat, obat-obatan memenuhi persyaratan untuk diberikan paten

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUP. Yang menjadi persoalan adalah terkait

dengan obat tradisional, apakah juga dapat diberikan paten, mentintat kata

tradisional yang melekat padanya merupakan refleki dari kata komuna!, artinya

kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama, sementara rezim paten yang

merupakan bagian dari rezim HKI pada prinsipnya bersifat individual. Aas dasar

itu terjadi kontradiki diantara keduanya. Oleh karena itu, pedu ditelaah lebih

lanjut te*ait dengan peByaratan pemberian paten untuk obat fadisional.

Obat Tradisional, Obat Paten dan Gene.ik

Obat tradisional dalam masyarakat kita seringkali disebut dengan kata jamu.'

lamu ini merupakan menrpakan obat ahematiflpilihan dalam perTgobatan yang

sudah dikembangkan lama dan turun temurun. Obat tradisional yang berupa

iamu tersebut tidak hanya terdapat di lndonesia, tetapi juga di negara-negara

Cina, Korea dan lndia.r Pentingnya obat tradisional sebagai salah satu sumber

2 Emawati Yunus, Ket€,,tuan TRIPS Pada Pqgaturen Pate,i di Bidant Farmasi di hdo,lesia, fesis,
Pogram Pas(asariana lln, Hukum, Universitas DipfieSoro. Semaran& 2m3, hkn.81.

3 hid.,hlm.a2.

to

a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelakanaannya

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
moralitas agama, kaeffban umum atau kesusilaan;

b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dary'atau pembedahan yang

diterapkan terhadap manusia dary'atau hewan;

c. teori dan metode di bidang ilmu pengaahuan dan matematika;

d. (i) semua maHuk hidup, kecuali jasad renik;
(ii) proses biolqiis yang esensial untuk memproduki tanaman atau hewan,

kecuali proses non biologis aau proses mikrobiologis.
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perawatan kesehatan secara resmi diakui oleh World Health Organization

WHO. WtlO memiliki pro8ram yang dikenal dengan nama The Traditional

lvidicine Pmgramme of the WHO. Dalam prqlam tersebut dijelaskan apa yang

dimakud fuqian Traditional Mdicine yakni:. Tlre sum total of knowldge and
pncties, whdrer applkable or not, ud in diqnosis, prevention and elimina-

tion of physkal, nnntal or social inbalane and relying a<clusively on praakal
eryrierce and observation handd down fron Eenention to genention, whdter
vetbally or in writing.'

Sejalan dengan itu, WHO menyebutkan bahwa hingga kini 657" dari
penduduk negara maju telah merggunakan obat tradisional, yang didalamnya

termasnk obat-obatan bahan alam. Data yang dirilis *s*riat Cotla iott on

Biolqical Divasity, pasar global bahan obat alam nrencakup bahan baku pada

tahun 2OOO mencapai angka yang fantatis sebear US$ 43 Milliar.r tebih lanlut

rnenun t Siti Kotiiah, pemanfaatan dan pengembangan obar radisional di berbqd
darah di lndonesia merupakan wadsan yang turun ternurun berdasad<an per6a-

laman.'

Obat rradisional yang seringkali digunakan oleh masyarakat adalah obat

yang berasal dari tanaman-tanaman herbal. lndonesia telah memanfaa*an

tanaman herbal tersebut seiak zaman nenek moyang. Beberapa penyakit sepeti

diabas mellinrs, banr ginjal, kolestol tinggi, rcmatik, dan tekanan darah tlnggi

merupakan momok bagi sebagin masyarakat. Penyakit+enyakit tersebut

berkaitan dengan gaya hidup seseoran&'oleh karena itu di*ibusinya lebih luas

dibandingkan dengan penyakit yang lain Dibutuhkan pencegahan yang baik

dalam menghadapi penyakit tersebut, namun jika telah terlanjur terpapar,

masyarakat dapat mengambil altematif pengobatan tanaman herbal (obatt-adisio-

nal), alasannya adalah konsumsi obat radisional dalam langka waku panjang

akan lebih aman dibandingkan konsumsi obat moderen.T

Disamping itu, di bidang kesehatan dikenal ada obat paten dan obat generik

Pe6edaan keduanya adalah obat generik adalah obat berkhasiat yang sudah

habis masa patennya dan boleh diproduki oleh perusahaan famasi, misalnya

paracetamol, pantoprazole, dan sebagainya. Obat-obat tersebut harganya relatif

,l ,6r.r., hlm 83.
5 Siti (oriiah, Pedindungan HKI pi& Obat Tradisiqlal, t',lalalah, 2fl8, hlm.l
6 ba.
7 Alislu. Kel€bihan Obat Tr.disonal, l,takalah, 2012, hlm. I.
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lebih murah dan bisa terjangkau masyarakat luas. Sedangkan obat paten adalah
obat yang telah ditemukan oleh peneliti yang berkhasiar, memerlukan biaya
riset yang sangat besar, dan dilindungidengan undang-undang paten (masa paten
nya belum habis). Perlindungan patennya selama 20 (dua puluh ) tahun. Karena
masih dilindungi Undang-undang Paten, harga obat ini relatif lebih mahal,
misalnya Viagn, Canclsaran dan sebagainya. Obat ini dis$ur j(€a obat buatan
ini originator..

Setelah masa patennya habis, maka perusahaan farnasi lain bisa membuat
obat yang sama untuk dibuat generiknya, namun bebenpa perusahaan hnnasi
tidak membuat generiknya, umumnya mereka memhrat obat branded generilg
isinya taap 6at generik, terapi dikasih merek dagang dan harganya lebih munh
sedikit dengan obat paten.t

Ada tiga macam obat generik, yang pertama diltrf,fi kton Wufu gefrx/ik
atau obat yang identik dalam semua aspek dengan obat paten, obat ini diproduki
oleh pabrik yang sama dengan yang memproduki obat paten. yang kedua
generik berlisensi, produk obat ini biasanya dihrat dengan formulasi yang sanra
seperti obat paten, tetapi dibuat oleh perusahaan lain. pada intinya perahaan
ini telah membeli resep untuk rnernbuat ulang obat tersebuf Jenis yang terakhir
adalah obat generik yang sebenamya yaitu perusahaan manuhktur merumu*an
sendiri rcsep obat yang mengandung bahan akif. Obat gareik lenis klon dan
yang bedisensi generik pada dasamya sama dengan atau identik dengan produk
asli dan mengandung bahan ahif yang sama dengan obat paten beserta s€rnua
bahan lainnya seperti pengisi, zat pewarna dan pelumas. Obat generik jenis
yang sebenarnya hanya mengandung bahan kimia aktif, sedangkan bahan
tambahan lainnya mungkin berbeda.t.

Kembali pada obat tradisional, apakah dapat dilindungi paten? Kalau tidak
bisa dilindungi paten, rezim HKI mana yang dapat digunakan untuk melin-
dunginya?

8 Anonim, Eedanya Obat Paten dan C,erErik lv{akalah, hlm. t.
9 Nd.
l0 Anonim, B€da Obat GerEril dan Obat Pateo, ta*ar tarmasi, hlm. 1.
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Termasuk Bagian Pengetahuan Tradisional

Di dalam kepustakaan. obat tradisional dimasukkan dalam kategori

pengaahuan tradisional yang merupakan bagian dari rezim HKl. Pada dasamya

pengetahuan tradional (traditional knowledge\ adalah pengetahuan yang

dikenrbangkan oleh suatr masyarakat pribumi/asli {r'nol$eneous community) atau

rnerupakan karya intelektual berdasarkan tradisi. Pengetahuan atau karya

tersebut dipakai oleh suatu generasi dan diterustan oleh generasi berikutnya

dan be*embang sesuai dengan kebutuhan masyarakat wilayah tertentu. Hal

itu sebagaimana dikatakan M. Hawin.rr M. Hawin berpendapat bahwa
pengetahuan tradisional mencakup rnaode budidaya dan pengolahan tanaman

(pertanian), pengobatan, obat-obatan, rcsep makanan dan minuman, kesenian

dan lain sebagainya. Obat-obatan yang ternasuk dalam kategori ini adalah obar
obat tradisional dalam bentuk jamu, raruan dan sebagainya.rl

Menurut M. Hawin, perlindungan obd-obat tradisional dan ramuan yang

termasuk kategori pengetahuan tradisional dirasakan perlu. mengingat

pengetahuan tradisional merupakan sumber pengetahuan penting yang

berhubungan dengan kehidupan manusia yang dapat dikonreaialkan. Pe*iraan

bahwa nilai yang dihasilkan dengan nrenggunakan pengetahuan tradisional

yang berupa sumber genetik setiap tahun berkisar US $ 80O milyar.rr Di samping

inr patingnya pengeahuan tradisional dilindungi adalah lor€ru banyak per6e-

tahuan Eadisional telah diglrrukan oleh banyak peneliti sebagai tlr' statting pint
penelitian mercka untuk mendapatkan paten.r'

Pengaahuan tradisional telah masuk meniadi materi dari Comtenaion on

Biological Diversity (CBD), yang telah diratifikasi oleh 170 nq3ara, termasuk

lndonesia melalui UU No. 5fl 994. Meski telah dhatifikasi ole*r lndocresia, negara

belum banyak upaya yang dilakukan te*ait dengan pengetahauan tradisional.rr

Pasal I (l) CBD menyatakan /nqlara peserta harus menghormati, mene-
lihara dan menlaga pengetahuan tradisional; dalam menggunakannya harus

11 M. Hawin, P€dirdung.n Peng€tahuan Tr.disionaldi lndone.ia, Malahh Pidato Pengukuhan Curu
8.sar, Faloltas Hdcrm UC^4, Yogya*arta, 2005, hlm.2.

12 &,id.
13 bid.
14 lbid.
15 Agus Sadjono, Upaya perlindrngan HKI yang t€itait dengan C.rEtic Re.ourE€s, Thditiooal xrbivl-

edge and Folklore (GRTKF), di Tingkat nasional dan lntemasiooal: Upaya fang belum s€barding,
Makalah yang disanpaikan dalam Seminar yarE diselerBgarakan olefi ,lCA be*erja sarna dengan
DitFn HKt di HoGl sanrika, lakarta,ll-Izruli 2005, hlm.8.
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rneminta pers€tujuan dari dan melibatkan pemegangnya; dan harus mendukung
pernbagian kemanfaatan (benef&) secara adildari penggunanya". Namun sampai

saat ini belum ada satupun kesepakatan internasionaal tentang bagaimana
ketentuan tersebut diimplementasikan, baik di dalam perjanjian TRIPs maupun
perjanjian yang lain.'6

Menurut Agus Sardjono, pemerintah lebih memfokuskan prioritas
pembentukan undang-undang HKI yang konvensional sebagai konsekuensi
ratifikasi perjanjian TRIPs (VWO) seperti misalnya; UU No. 30/2000 renrang

Rahasia Dagang; UU No. 31/2000 tentang Desain lndustri; UU No. 32000
tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadui UU No. '1412001 tentang Paten; UU
No. l5l20o1 tentang Merek; UU No. 192002 tentang Hak Cipra; (eppres No.
1511997 tentang ratifikasi Paris Connttim, Keppm No. 161997 tentang
ratifikasi rcT. Keppres No. 1711997 tfnttarE F.atifikasi Tndenn* law Tr€5ltfi

Kepples No. 1M997 tentang Beme Cottwttion dan Keppres No. '191997

tefiilg Wrc bpyright Trcaty.l,

Yang menjadi pertanyaan sekarang apakah perangkat hukum yang telah
ada di bidang HKI konvensional tersebut dapat dijadikan sebagai payung
perlindungan terhadap obat tradisional yang masuk golongan rezim HKI
tradisional?l'M. Hawin menjawab pemasalahan di aas dengan mengemukakan

tiga model pendekatan yakni:rt

Palama, ptblic domarn position Pendekaan model ini nrenyatakan bahwa
pengetahuan radisional harus menjadi milik umum yang boleh dinilsnati semua

penduduk di dunia, oleh karenanya penganuhya menentang usaha yang ingin
menjadikan pengetahuan tradisional sebagai barang komoditi yang bersifat
konrersial dan bisa diperdagangkan. Pada umumnya mereka mendukung struktur
sosial radisional untuk memelihan dan mengontncl penggunaan pengaahuan
tradisional. Oleh karena itu, secara umum mereka tidak sependapat penciptaan

HKI untuk pengetahuan tradisional karena HKI lebih mementingkan pedindungan
hak individu, sehingga merupakan sivana yang akan merusak lembaga dan
sruktur tradisional dalam pengetahuan radisional.

16 M. Hawin., qp.Crt, hlm.3.
17 Agus Sadiooo, Op.Crt, hlm- 8.
18 tbd.
'19 tvt Hawin, qp. Cia, hlm.4.
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Kedua, model pend ekatan apt'ryiationposifion. Pendekatan ini sepenuhnya

mendukung kepemilikan hak ekklusif Pengetahuan tradisional oleh suatu

lembaga atau badan untuk bisa menentukan pengtunaannya yang bersifat

komeisial dan penggunaan lainnya. Penganutnya berprinsip bahwa *arena

pengetahuan tradisional merupakan bagian dari HKl, maka pengetahuan

t-adisional dapat dijadikan barang komoditas dan dapat dipedagangkan secara

kornersial di pasaran. Oleh karena ihr, perganutnya berprinsip bahwa rezim

HKI sangat penting untuk menentukan bagaimana dan siapa yang berhak

memanfaatkan pengetahuan tradisional. Dengan pende*atan seperti itu,

menyebabkan ter.iadinya kepemilikan pengetahuan tradisional oleh perusahaan-

perusahan multinasional yang @ umumnya diklaim dan berada di negara-

negara maiu.

Ketita, model pendekatan tc nr,,a,l dghts Wition Model yang terakhir ini

pada intinya menyatakan bahwa pengerahuan radisional harus dilindungi dan

diberi hak kepemilikan yang penuh, sehingga dapat nrencegah atau rnenentang

klaim para pengambil manfaat aau pernakai per,gietahuan t-adisional, temasuk

penrsahaan multinasional sekaliprn. Pendapat meteka, peng€{ahuan tradisional

dapat dikomersialkan, tetapi hanya oleh para pihak yang berhak atas

pengaahuan Eadisional saia A,l€riunrt M. Hawin, dalam hal ini hukum HKI bisa

digunakan untuk menentukan siapa yan6 berhak atas kePernilikan dan

memanfaatkan pengetahauan tradisional tersebut!

Dari bebenpa model tersebut kalau kita rnelihat pada UU HKI yang ad4

maka ada beberapa kemungkinan perlindungan terhadap pengetahuan

tadisional yang berupa obat tradisional. Kemungkinan*ernungkinan itu adalah:

Pertama, perlindungan dergan UU No. l5l2001 tentang lr4erek khuzusnya

tentang lndikasi Ceografis. Pasal 55 ayat I dan 2 UU memungkinkan

perlindungan terhadap obat tradisonal yang berupa !amu, ramuan hebal dari

tanaman dan sebagainya. Sistem yang ada dalam indikasi geografis ini sangat

mendukung perlindungan obat tradisional, mergingat perolehan haknya dengan

nrelalui pendaftaran.

Sistem rqlistrasi merupakan si$em yang dipandang cukup tepal sebagai

ahematif untuk perlindungan yang diberikan kepada masayarakat tsadisional

dan hak atas pengetahuan tradisional mereka. Regiso-asi/pencatatan pengetahuan

Sci ft Hl0 & lk6.h{.n ,i.qt r.Lt

tradisional merupakan kumpulan dokumentasi resmi yang menjelaskan mengenai
pengetahuan tradisional. Ada dua cara untuk melakanakan regsitrasi pengeta-
huan radisional yaitu dengan sistem pencaanan lokal (di dalam saur komunitas)
atau dengan sisem pencatatan ekstemal (di luar kornunitas itu sendiri).rr

Dengan sistem pencatatan lokal, komunitas tenebut dapat secara bersama-
sama memutuskan pengetahuan tndisional mana yang akan dimasutkan ke
dalam pencatatan dan pengetahuan tradisional mana yang akan dibagikan dary'
atau diungkapkan kepada orang-orang di luar komunitas Mr.rL Adapun sistern
pencatatan ekslemal dilakukan di luar komunitas. yang seringkali pada tingkatan
nasional atau intemasional, dan dapat dilakukan oleh pemerintah, lernbaga non
pemerintah, museum atau perpjstakaan.E Peflcatatan semacam ini bisa berupa
kumpulan pengetahuan tradisional yang hanya spesifik dari suatu komunitas
tertentu atau bisa luga merupakan kumpulan pengetahuan tradisional dari
beberapa komunias tertentu.,r

Kedua, pedindungan dengan UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta, khususnya
yang mengatur teritang perlindungan folklor yang diatur dalam Pasal 10 ayat {2).
yang menyatakan "negara memegang hak cipta atas folklor dan hasilkebudayaan
nkyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dorgeng legend4
babad, lagu, kerajinan tantan, tarian, kali$afi, dan karya seni lainnya,. lvtenurut
M. Hawin, dengan adanya ketetapan negara sebagai pemegans hak ciph atas

karya*arya tsadisional tenebut, negara akan melindunginya dari pe'rggunaan

orang asing yang rrerugikan negara.,.

Apakah mungkin perlindungan obat tradisional yang merupakan bagian dari
pengetahuan tradisional dilindungi dengan UU Parm? ,ika ditinjau dari persya-

ratan paten, khususnya yang menyangkut tentang kebaruan, maka obat
tradisional tidak mungkin diberikan perlindungan paten, mengingat sifat
kebaruannya tidak ada. Hal ini karena obat tradisional dalam bentuk jamu dan
obat-obat herbal telah diketahui masyarakat luas sebelumnya. Di samping itu,
pemberian paten obat tradisional terkendala oleh ketennran Pasal 7 hunrf b dan

2l Adya Paramira Prlbandad, Sisfem R%iitrasi S€bagai AlErnatif dalam liei$eritan perlindungan
alas Peryetahuan Tradigional (Strdi K.sls Seqketa p€ngerahran Tradi$o.ul dara ArErika S€.ikat
dan lndia), Teiis, Protram Pascasariana Uniw..itas Dipo.Ego.o, S€rnarar€,2m8, HrL 29.

22 f,*l, hlm.30.
23 

'N.2,1 l* thwin, Q.Crr. hirt. ll.20 M. rhwin, ,M, hlm. 5.
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Pasal 7 huruf d UUP. Kedua hal tersebut te*ait d€ngan pengecualian untuk
pemberian paten-

Juga tidak bka memenuhi persyaratan inrentive step, yang nrensyaratkan

bahwa invensi Grsebut dari sudut pandang teknologi rrerupakan suatu in\€nsi
yang belum diketahui sebelumnya, sementara obat tradisional berupa herbal

dan semacamnya merupakan pewarisan pengetahuan tradisional yang

berlangsung dari generasi ke generasi, tunjn t€murun, sehinga sulit untuk
mendapa*an sfarat inrentil€ stqp. Karaker obat t"adisonal tersebut berbeda

dengan karakter obat paten yang biasa ditemukan melalui prose r*arch and
developmeng yang mendasad<an did pada rnaode keilmuan telt€{rtu. misalnya

farmakologi, sebagai ilmu di bidang obat-obatan.-

Sedangkan nregenai peBlahtan yang terakhir agar suatu invensi dapat

diberikan paten, in€nsitersebut haruslah dapat diterapkan dalam bidang indusfi
(useful/induxrially applkable), artinya penemuan terebut dapat diproduksi
dengan menggunakan bebagai |enis industri, artinya klaim yang disebu*an
dalam dokumen paten dapat dilakanakan dengan mengikuti inst uksi yang

dilelaskan dalam spesilikasi paten. Hal itu berarti, invensi tekrclogi tersebut

harus dibuka{drrlosea) agar invensi tasebu dapat dilaksanakan oletr siapagrn

yang memiliki pengetahuan teknik di bidang yang hsangkutan. Jika inr efior
tidak dapd rnenielaskan bagaimana invensi iur dapat diaplikasikan dalam prcses

produksifdustri, maka invensi itu tidak dapat diberikan perlindungan paen.
Ketentuan tersehrt merupakan reward bElgi calm penerima hak paten, bahwa

mereka harus dapat mengaiarkan bagaimana menggunakan invensi yang

bersangkrtan, Dengan cara sepefti itu, peEembar6an teknologi akan meningkat

karena setiap pihak diberi kesempaan untuk me.npelajari invensi sepe.ti itu,
yang pada aktrimya dapat menemukan tekrrclogi baru yang lebih unggul sebagai

hasil dari penelitian lanjutan atas inrrensi yary dimalcudkan.- HalJral seperti

itu, mungkin tidak dapat dipenuhi oleh obat u'adisional, dalam benu.rk jamu

gendhong misalnya, karena pembuatannya didasarkan atas pengetahuan

tradisional secara turun temurun. Pada umumnya palgaahuan t'adisional tenang
obat tradisional telah menjadi milik masyarakat secara umum, meskipun tidak
semua an8gota masyarakat mengetahui dan memiliki kemampuan untuk

25 Anorlim, Kernuntkinan PerlindrEan Peittei.txlll Tradbidr.I f,i|*ala[ hlrn 3. Dape diundrh di
www. actibd.coin-dc
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mengobati dengan pengetahuan yang bersangkutan. Hal ltu sesuai dengan
makna tradisional yang beranipeng*ahuan itu diperoleh secaftr turun remurun,
berdasarkan tradisi masyarakat pendukungnya.?

Berdasarkan hal tersebut, maka.perlindungan obat tradisional sampai
sekarang masih belum diberikan dengan hakpaten, mengingat tidak memenuhi
peryaratan suatu invensi yang baru. mengandung langftah inventif, dan dapat
diterapkan dalam bidang industri. Ketiga persyaratan tersebut bersifat kumulatit
artinya ketiga-tiganya harus dipenuhi. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka
tidak bisa diberikan paten. Untuk itu perlu adanya terobosan dan langkah nyata
dari pemerintah untrk melindungi obat fadisional dengan suatu UUp. ltu bisa
dilakukan dengan mengubah UUp atau jika tidak mungkin dengan membuat
UU tersendiri yang rnengatur tentang perlindungan petrg*ahuan tradisional (fa-
ditiaal knowldgd sebagai payung pengaturan obd u"adisional yang termasuk
bagian dari pengetahuan tradisional.

3. Fenutup

Perlindungan obat tradisional sebagai bagian dari ditionat knowledge
(pengetahuan tradisional) berdasa*an UUP masih te*endala beberapa hal,
rnengingat.sifatnya yang belum menrenuhi syarat untuk dib€rikan paten. Unhlk
itu, ke depan perlu dipiki*an secara s€dus perlindungan dalam sebuah UU
tersendiri yang terpisah dari UU HKI yang ad4 karena selama ini UU HKI yang
ada belum bisa meoberikan perlindungan secara rmksimal, sernentara potensi
ekonomis yang terkandung di dalamnya sangat besar nilainya.

Scsi t HKI & (..Ghatrn ttaathr.lGt
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